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ABSTRAK 

Pencatatan perkawinan adalah kegiatan administrasi yang terbagi menjadi 

dua tempat yaitu, di Kantor Urusan Agama (KUA) bagi yang beragama Islam dan 

di Kantor Catatan Sipil bagi masyarakat yang beragama selain Islam. Pemisahan 

tempat pencatatan perkawinan ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 

1974 tentang Perkawinan Pasal 2. Munculnya gagasan penggabungan pencatatan 

perkawinan semua agama di Kantor Urusan Agama memunculkan berbagai 

pandangan dan pro kontra karena merupakan topik sensitif dan bertentangan 

dengan banyak regulasi. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu 

bagaimana pandangan tokoh agama non-Islam terhadap wacana Kantor Urusan 

Agama sebagai tempat pencatatan perkawinan semua agama di Kota Pontianak. 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian 

empiris dengan pendekatan deskriptif yang dimana untuk mendeskripsikan dan 

menggambarkan suatu hasil secara terperinci dan sistematis, data dan sumber data 

yang digunakan yaitu data lapangan (Field Research) dan data kepustakaan 

(Library Research) dengan cara melakukan wawancara kepada para narasumber.  

Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini ialah bahwa setiap tokoh agama 

non-Islam memiliki pandangan yang berbeda terhadap wacana pencatatan 

perkawinan semua agama di Kantor Urusan Agama, tokoh agama non-Islam yang 

pro terhadap wacana ini berpandangan bahwa wacana ini akan memberikan 

keadilan bagi semua agama yang diakui di Indonesia dan mempermudah 

masyarakat yang tinggal jauh dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan 

Sipil untuk melakukan pencatatan perkawinan. Sedangkan 1 (satu) tokoh agama 

yang kontra mengkhawatirkan masalah yang akan timbul dari segi administrasi, 

regulasi, sosial budaya dan teologis. Adapun saran dari penelitian ini untuk 

pemerintah adalah diperlukan pengkajian lebih mendalam tentang wacana ini 

bersama semua tokoh agama yang diakui di Indonesia. 

Kata kunci: KUA, Pencatatan Perkawinan, Tokoh Agama. 
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ABSTRACT  

Marriage registration is an administrative activity that is divided into two 

places, namely, at the Office of Religious Affairs (KUA) for those who are Muslims 

and at the Civil Registry Office for people of non-Muslim religions. The separation 

of the place of marriage registration is regulated in Law Number 1 of 1974 

concerning Marriage Article 2. The emergence of the idea of combining marriage 

registration of all religions in the Office of Religious Affairs raises various views 

and pros and cons because it is a sensitive topic and contradicts many regulations. 

The formulation of the problem in this study, namely how non-Muslim religious 

leaders view the discourse of the Office of Religious Affairs as a place for recording 

marriages of all religions in Pontianak City. 

The method used in this research is an empirical research method with a 

descriptive approach which is to describe and describe a result in detail and 

systematically, the data and data sources used are field data (Field Research) and 

library data (Library Research) by conducting interviews with the sources.  

The results obtained in this study are that each non-Muslim religious figure 

has a different view of the discourse on recording marriages of all religions in the 

Office of Religious Affairs, non-Muslim religious figures who are pro to this 

discourse are of the view that this discourse will provide justice for all recognized 

religions in Indonesia and make it easier for people who live far from the 

Population and Civil Registration Office to register marriages. Meanwhile, 1 (one) 

religious figure who is opposed is worried about the problems that will arise in 

terms of administration, regulation, socio-culture and theology. The suggestion 

from this research for the government is that a more in-depth study of this discourse 

is needed with all recognized religious leaders in Indonesia. 

Keywords: KUA, Marriage Registration, Religious Leader
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Perkawinan adalah suatu ikatan hukum antara pria dan wanita untuk 

bersama-sama membangun kehidupan rumah tangga. Menurut Undang-

Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Perkawinan ialah ikatan 

lahir batin antara seorang pria dan Wanita sebagai suami-isteri dengan tujuan 

membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan 

Ketuhanan Yang Mahaesa.  

Pencatatan perkawinan merupakan kegiatan administrasi dari terjadinya 

perkawinan yang dilakukan oleh Pegawai Pencatatan Nikah (PPN) yang 

berkedudukan di Kantor Urusan Agama (KUA) yang berada dalam ruang 

lingkup daerah wilayah kedua mempelai yang beragama Islam. Sedangkan 

yang beragama non-Islam di lakukan di Kantor Catatan Sipil. Perkawinan 

wajib dilaporkan kepada instansi pelaksana di tempat terjadinya peristiwa 

perkawinan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perkawinan. 

Pencatatan perkawinan juga merupakan hak dasar bagi semua warga negara 

dan merupakan upaya perlindungan terhadap istri maupun anak dalam 

memperoleh hak seperti hak waris dan hak lainnya. 

Dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 

2, disebutkan bahwa “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan 

perundang-undangan yang berlaku”. Bagi orang Islam pencatatan pernikahan 
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dilakukan di Kantor Urusan Agama (KUA). Sedangkan bagi warga non-Islam, 

pencatatan pernikahan di lakukan di Kantor Catatan Sipil. 

Kantor Urusan Agama (KUA) adalah salah satu instansi Kementrian 

Agama yang ada di tingkat kecamatan. Keberadaan KUA ini sebagai salah satu 

unit kerja dalam struktur kelembagaan Kementerian Agama yang memiliki 

tugas dan peran penting. Menurut Keputusan Menteri Agama Nomor 517 

Tahun 2001 tentang Penataan Organisasi Kantor Urusan Agama Kecamatan, 

tugas KUA adalah melaksanakan Sebagian tugas Kantor Departemen Agama 

Kabupaten dan Kota dibidang Urusan Agama Islam dalam wilayah Kecamatan. 

Seperti yang diketahui bahwa Kantor Urusan Agama hanya mencatat 

perkawinan untuk warga yang beragama Islam saja, sedangkan untuk agama 

selain Islam dilakukan di Kantor Catatan Sipil. Pemisahan pencatatan 

perkawinan ini tertuang dalam Pasal 2 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. 

Menurut sejarah, awal mula pemisahan ini dilakukan adalah dari zaman 

Kerajaan Islam Nusantara terdapat jabatan Penghulu atau Raib yang memiliki 

kewenangan untuk urusan Pendidikan, perkawinan, soal perdata dan lain-lain. 

Kekuasaan Penghulu atau Raib mulai berkurang setelah Indonesia dijajah 

Belanda, yang menjalankan politik “netral terhadap agama”. Pemerintah 

Hindia Belanda menetapkan peraturan tentang pendaftaran perkawinan agama 

Islam dilangsungkan menurut agama Islam dan pengawasannya. Setelah 

merdeka, jabatan Penghulu atau Raib ditransformasi menjadi Kantor Urusan 

Agama (KUA). 
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Namun, muncul wacana mengintegrasikan pecatatan perkawinan seluruh 

agama di Indonesia dilakukan di Kantor Urusan Agama (KUA). Wacana 

tentang pencatatan perkawinan seluruh agama di Indonesia dilakukan di Kantor 

Urusan Agama (KUA) masih memiliki kendala yaitu bersinggungan dengan 

sejumlah aturan yang ada dan juga muncul banyak pandangan pro-kontra dari 

berbagai pihak, mulai dari masyarakat hingga tokoh penting. Wacana ini bisa 

berdampak positif dengan meningkatkan toleransi antar umat beragama namun 

juga dapat menimbulkan konflik jika tidak dikelola dengan baik. 

Rencana tersebut masih harus dikonsolidasikan melalui berbagai aspek, 

seperti regulasi, organisasi, dan kemampuan sumber daya manusia (SDM). 

Dari sisi aspek regulasi, penempatan pencatatan perkawinan masih dibagi 

menjadi dua bagian, yakni pencatatan perkawinan untuk muslim dan 

pencatatan perkawinan bagi non-muslim.  

Pencatatan perkawinan terintegrasi di Kantor Urusan Agama (KUA) 

memiliki alasan yang kuat untuk dipertimbangkan, karena dari segi penamaan 

Kantor Urusan Agama (KUA) maka harusnya melayani semua agama dan 

bukan hanya agama tertentu. Pencatatan pekawinan yang terintegrasi oleh satu 

lembaga juga akan memudahkan pendataan perkawinan dan peceraian yang 

dilakukan. 

Berdasarkan latar belakang tersebut dengan munculnya wacana untuk 

mengintegrasi Kantor Urusan Agama menjadi tempat pencatatan perkawinan 

bagi semua agama yang sebenarnya memiliki banyak pro-kontra dalam 

berbagai kalangan masyarakat, oleh sebab itu penulis ingin melakukan 
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penelitian mengenai pandangan tokoh agama non-Islam terhadap wacana 

Kantor Urusan Agama (KUA) sebagai tempat pencatatan perkawinan semua 

agama. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah “Bagaimana pandangan tokoh agama non-Islam 

terhadap wacana Kantor Urusan Agama sebagai tempat pencatatan 

perkawinan semua agama di Kota Pontianak?” 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan paparan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari 

peneitian  ini diantaranya: 

1. Untuk mencari data dan informasi terkait pandangan tokoh agama non-

Islam di Pontianak terhadap wacana Kantor Urusan Agama sebagai tempat 

pencatatan perkawinan semua agama. 

2. Untuk mengungkapkan pandangan tokoh agama non-Islam di Pontianak 

dalam wacana Kantor Urusan Agama sebagai tempat pencatatan 

perkawinan semua agama. 

3. Untuk menganalisis pandangan tokoh agama non-Islam di Pontianak dalam 

wacana Kantor Urusan Agama sebagai tempat pencatatan perkawinan 

semua agama. 

4. Untuk mengungkapkan pro dan kontra dalam wacana Kantor Urusan 

Agama sebagai tempat pencatatan perkawinan semua agama. 
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D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis  

Dari hasil penelitian ini, penulis mengharapkan dapat memberi untuk 

pengetahuan bagi perkembangan Ilmu Hukum dan bahan referensi bagi 

kepentimgan akademis yang berkaitan dengan wacana Kantor Urusan 

Agama (KUA) sebagai tempat pencatatan perkawinan semua agama.  

2. Manfaat Praktis  

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan solusi dan sebagai tambahan 

informasi kepada pejabat pemerintah, akademisi, dan lain-lain yang 

berkaitan dengan wacana Kantor Urusan Agama (KUA) sebagai tempat 

pencatatan perkawinan semua agama. 

E. Keaslian Penelitian 

Penelitian tentang pandangan tokoh agama non-Islam terhadap wacana 

Kantor Urusan Agama (KUA) sebagai tempat pencatatan perkawinan semua 

agama bukan merupakan duplikat ataupun plagiasi dari penelitian-penelitian 

terdahulu. Penelitian ini memiliki kebaruan untuk menganalisis mengenai 

rencana Kementrian Agama Indonesia untuk mengtransformasi Kantor Urusan 

Agama (KUA) sebagai tempat pencatatan perkawinan semua agama dalam 

perspektif hukum positif yang merupakan hasil karya penulis sendiri. Adapun 

terdapat beberapa penelitian dengan topik ataupun tema yang mirip seperti: 
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1.  

Judul                        : PANDANGAN TOKOH AGAMA TERHADAP 

PERKAWINAN SAH YANG HIDUP BEDA 

AGAMA DI KOTA MANADO  

Penulis                     : Bayu Luwung Samiaji, NIM 15.1.1.045, Fakultas 

Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri 

(IAIN) Manado 

Rumusan Masalah   : Bagaimana pandangan tokoh agama terhadap 

keluarga yang hidup beda agama di Kota Manado? 

Perbedaan                : Pada penelitian ini memiliki pembahasan dan 

rumusan masalah yang berbeda dengan penelitian 

hukum penulis. Penelitian ini berfokus pada apa 

pandangan tokoh agama terhadap keluarga yang 

hidup beda agama di Kota Manado. Sedangkan 

yang diteliti oleh penulis adalah pandangan tokoh 

agama non-Islanm terhadap wacana Kantor Urusan 

Agama sebagai tempat pencatatan perkawinan 

semua agama di Kota Pontianak. 

F. Hipotesis 

Terjadi pro kontra pandangan tokoh agama non-Islam terhadap wacana 

Kantor Urusan Agama sebagai tempat pencatatan perkawinan semua agama di 

Kota Pontianak. 
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G. Kerangka Pemikiran 

1. Tinjauan Pustaka 

Perkawinan adalah adalah suatu ikatan hukum antara pria dan wanita 

untuk bersama-sama membangun kehidupan rumah tangga. Menurut 

Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Perkawinan 

ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami-isteri 

dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan 

kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Mahaesa. Yang dimaksudkan "ikatan 

lahir batin" adalah bahwa perkawinan itu tidak hanya mencakup "ikatan 

lahir" atau "ikatan batin" saja namun harus keduanya. Ikatan lahir adalah 

sebuah ikatan yang dapat dilihat atau dengan kata lain ikatan formal, yaitu 

suatu hubungan hukum antara seorang pria dan wanita untuk hidup 

bersama. Dalam hubungan formal ini dirinya maupun orang lain atau 

masyarkat ikut terikat. Sedangkan ikatan batin adalah ikatan tidak formil 

yang merupakan ikatan yang tidak dapat dilihat namun sangat penting 

karena tanpa adanya ikatan batin maka akan rapuh. 

Aspek akibat hukum dalam perkawinan adalah saling memenuhi hak 

dan kewajiban masing-masing yang pastinya perkawinan tersebut harus 

memenuhi syarat hukum agar semua hak dan kewajiban dapat didapatkan. 

Syarat sahnya suatu perkawinan adalah pencatatan perkawinan. 

Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan Pasal 

2 Ayat (2) menyatakan bahwa "Tiap-tiap perkawinan harus dicatat 

menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku". Pencatatan 

perkawinan adalah suatu hal yang dilakukan oleh pejabat negara terhadap 
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peristiwa perkawinan. Pencatatan perkawinan adalah tahapan penting 

setelah perkawinan dilakukan dan secara resmi dilakukan oleh Pegawai 

Pencatat Nikah (PPN). Pencatatan perkawinan adalah syarat administratif 

yang dilakukan dengan tujuan untuk ketertiban hukum. 

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, menyatakan 

bahwa pencatatan perkawinan dari mereka yang beragama Islam 

dilakukan oleh pegawai pencatat perkawinan di Kantor Urusan Agama 

setempat atau KUA di daerah tempat perkawinan dilaksanakan. Untuk 

pencatatan perkawinan bagi mereka yang beragama selain Islam dilakukan 

oleh pegawai pencatat perkawinan di Kantor Catatan Sipil. Kantor Urusan 

Agama menerbitkan buku nikah untuk pengantin beragama Islam terhadap 

perkawinan yang telah dicatatkan, sedangkan untuk pengantin beragama 

selain Islam diterbitkan akta perkawinan oleh Kantor Catatan Sipil. 

Pencatatan perkawinan dilakukan untuk memberikan kepastian 

hukum, perlindungan hukum dan kekuatan hukum kepada suami, istri dan 

anak-anak hasil perkawinan tersebut. Pencatatan perkawinan juga 

memberikan jaminan dan perlindungan kepada hak-hak tertentu yang 

muncul karena perkawinan, seperti hak untuk mewaris, hak untuk 

memperoleh akta kelahiran dan sebagainya. Pencatatan perkawinan adalah 

suatu bentuk perlindungan bagi warga negara dalam membangun keluarga 

dan melanjutkan keturunan.  
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2. Kerangka Konsep 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pencatatan perkawinan di Indonesia dibagi menjadi dua tempat, 

yaitu Kantor Urusan Agama (KUA) untuk warga beragama Islam dan 

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (DISDUKCAPIL) untuk warga 

beragama Kristen Katolik, Kristen Protestan, Buddha, Hindu dan 

Konghucu. Kemudian muncul wacana tentang Kantor Urusan Agama 

(KUA) sebagai tempat pencatatan perkawinan lintas agama yang 

menimbulkan pro dan kontra dalam kalangan masyarakat. Penggabungan 

tempat pencatatan perkawinan ini mungkin untuk dilaksanakan agar ada 

kesetaraan dalam proses dan tempat pencatatan perkawinan setiap agama. 

Kelebihan dari penggabungan tempat pencatatan perkawinan adalah 

Pencatatan Perkawinan 

Kantor Urusan Agama 

(KUA) 

Dinas Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil 

(DISDUKCAPIL) 

Wacana Kantor Urusan 

Agama (KUA) sebagai 

tempat pencatatan 

perkawinan lintas agama 

Pandangan Tokoh Agama 

Non-Islam di Kota Pontianak 
Pro-

Kontta 
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efisiensi dari proses pencatatan perkawinan dikarenakan semua pasangan 

yang ingin mencatatkan perkawinannya bisa dilakukan dalam satu 

Lembaga yang sama dengan agama lainnya. Kekurangan dari 

penggabungan tempat pencatatan perkawinan ini adalah adaptasi sistem 

pencatatan perkawinan dalam KUA yang harus disesuaikan dengan 

persyaratan hukum perkawinan agama lain. Dalam wacana ini diperlukan 

pendapat atau pandangan dari setiap agama dikarenakan Indonesia 

merupakan negara dengan keragaman agama dan budaya yang kemudian 

akan dibahas dalam penelitian ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


